BUPATI KAPUAS HULU

 PROVINSI KALIMANTAN BARAT |

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU | .

| NOMOR L} TAHUN 2021

TENTANG

' KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG JJASA
PEMERINTAH PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRE’I‘ARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS I—IULU

' DENGAN RAHMAT_ TUHAN YANG MAHA ESA :

7 Mengingat

'BUPATI KAPUAS HULU,

pengadaan barang/jasa yang efek‘af eﬁsmnr
. transparan, terbuka, bersaing, adll dan 7

akuntabel serta menerapkan pnnsxp prinsip-

1 a. bahwa ~dalam rangka mewu_]udkan pengelola

" mengatur Kode Etik Penyelenggaraan Layana_n o

- _Pemermtah pada Bagian Pengadaan Barang dan

g Pengadaan  Barang/Jasa  pada Bagian -
, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretanat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu ‘sebagai dasar dalam
menJalankan tugas maka perlu menetapkan"
“Peraturan  Bupati - tentang  Kode  Etik

' ‘Penyelenggaraan ‘Pengadaan Baraﬁg/Jasa -

Jasa Sek:retarlat Daerah Kabupaten Kapuas

- Hulu

S
| ””Penetapan Undang—Undang Darurat Nomor 3.

T Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah- o _
Tlngkat I di Kalimantan (Lembaran Negara S
'Repubhk Indonesm Tahun 1953 Nomor 9)

Undang—Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang -

. .. 'Pengadaan Barang/Jasa ‘yang bmk perlu Aot

f



o _'sebagal Undang—Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesm e

T _Jndonesza Nomor 1820)

2. iUndarng Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara _

£ N egara. yang BerSIh dan Bebas dari Kompsa, K01u31 dan

_ Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a
& "Nomor 3851)

ER Negara (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2014 :

=-*'Nomor 5494),

;Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan

E '.Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali dlubah dan
'-"'f_ﬁ‘_.terakhll‘ dengan Unda_ng Undang Nomor 11 Tahun 2020

; _:Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia ’I‘ahun 2014 .
_:_Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a-

- f_;iTahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran n Negara Repubhk i

 Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

3: Undang—Undang Nomor 5 'I‘ahun 2014 tentang Aparatur Slpll' BRI

':]Nomor 6 ’I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a N

SOON tehtang Cipta. Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indonesaa" e

- - Indonesm Nomor 6573),

j-_(Lembaran Negara Repubhk Indone51a Tahun 2004 Nomor 141,

e Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 4449] '

C 6'.3‘_Peraturan Pemenntah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Dlslphn

Pegawal Ncgen Slpll (Lembaran Negara Repubhk Indonesw. ‘
g _Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republlk,

i Indonesw. Nomor 67 18),

'_,7.--:,Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahuri 2017 tentang

: _Tahun 2020 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Repubhk |

o Pembmaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negen Slpll‘

. 'Peraturan Pemenntah Nomor 42 Tahun 2004 tentang -

o ;.{"'-Manajemen Pegawa1 Negen Sipil (Lembaran Negara Repubhk R
. .‘f::iIndonema Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Cn

: Repubhk Indonesia Nomor 6063) sebagalmana telah diubah B |

' : = dengan Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
B Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017



o _' _'tentang Manajemen Pegawm Negen S1p11 (Lembara.n Negara
- - 'Z'-Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 6477), SN

e  ; 8 .Peraturan Pre31den Nornor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

I 'Peraturan Pre31den Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
| ;.?Atas Peraturan Pre51den Nomor 16 Tahun 2018 tentang

e "_Péngadaan Barang / Jasa Pemenntah
- f_Pengamanan Perdagangan

| _fPéngadaan Barang/Jasa >

. '5';':;.;_Peraturan Bupatl Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 202 1 tentang

::'Kerja Sekretanat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, § L '

s MEMUTUSKAN

' PENYELENGGARAAN ~LAYANAN = PENGADAAN
S -'BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BAGIAN
"_PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMER]NTAH

B ’_HULU

EE R : BAB I :

S KETENTUAN UMUM
Pasal 1

¥ Dalam Peraturan Bupatx 1n1 yang dImaksud ciemgan_i :
1 'Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu

. Repubhk Indonema Nomor Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan_

g ‘ j:'-f.';".Barang/Jasa Pemenntah' sebagannana telah dlubah dengan __ |

). %Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang
'_?‘Petun.]uk Tekms Jabatan Fungsmnal Anal181s Investlga31 dan :

'__.:'f'Peraturan Lembaga 3 Kebuakan Pengadaan Barang/Jasa'
L 'fPemenntah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Umt Ker;a S

i ;Kedudukan Susunan OrgamsaSI, ’I‘ugas dan Fungs1 serta Tata ‘

no .'PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK T

£ ;SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS EE

/



o : 2 Pemenntah Daerah adalah Bupat1 sebagal unsur Penyelenggara o  .:' EEC

':Pemenntah Daerah yang memlmpln pelaksanaan urusan h

- Pemerintah yang menjadl kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu K

R 3 - Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu

i > Kapuas Hulu

4. : '3'Sek1'etar1at Daerah adalah Sekretanat Daerah Kabupaten

B ;:. Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Kapuas |

. Hul.

-' Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas HUIU yang seianjutny a.f S
: .. E'd1sebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu ]‘Z’vlll)&ltl'j s

e ;.dalam penYelenggaraan pemermtahan daerah yang terdm atas :.

“ :Sek:retanat Daerah Sekretanat Dewan Perwakﬂan Rakyat;'

T ;Daerah Inspektorat Dmas Daerah Badan Daerah dan: L

o' Kecamatan

;_ BPBJ- adalah Bagtan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretanat'
' Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ' :

a ;;Baglan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya dlsmgkat -

€ j" . Aparat Pengawasan Intern Pemermtah yang selan_]utnya? .::_ % SR

- tugas pokok da_n fungsu melakukan pengawasan

. i :Pemenntah Kabupaten Kapuas Hulu

| :' Pemenntah Kabupaten Kapuas Hulu

Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdirl atas

: :dlsmgkat APIP adalah Instan31 Pemermtah yang rnempunyai'.

s ... ..":Layanan Pengadaan Secara Eiektromk yang selan_]utnya -
: dlsmgkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektromkf

| Kode Etik Penyelenggara Laya_nan Pengadaan Barang/ Jasa ya.ng o
selanjutnya dlsebut Kode Et1k adalah norma penlaku"_ﬁ |

___penyelenggara layanan pengadaan barang/ Jasa d1 Llngkungan :'

S i;Pejabat Struktural Baglan : Layanan Pengadaan._':

'-Fungswna} Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa

;_Barang/Jasa,_ Pengelola Pengadaan Barang / Ja sa, dan Pejabat-' . RO

y



_:'12 Pengelola Pengadaa_n Barang/Jasa adalah Pegawal Negen S1p11 ‘
St yang dlben tugas, tanggung ]awab wewenang, hak secara penuh :

S . oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan keglatan

g _perencanaan pengadaaan, permhhan penyedla manajemen o

-"f_kontrak dan manajemen mformam aset

“ _Eemenntah Sekretanat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

8 Pejabat Fungsmnal Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa adalah
_’_fPejabat Fungsmnal pada Bagzan Pengadaan Barang dan Jasa
_.;Pemermtah Sekretanat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

(UKPBJ ) Pe_]abai Pengadaan, Pokja Pemlllhan Agen pengadaan,

8 Penyelenggaraan Swakelola f_ S o :i - :

Pengadaan Barang/Jasa Pemermtah yang selan_]umya dlSEbL’lt._‘ :

;-barang /i _]asa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dlmulal darl
£ pérencanaan kebutuhan sampal dlselesalkannya seluruh_ -

A o] keglatan untuk mempemleh barang/ ¥ asa.

: :_ perorangan yang mem111k1 kuahﬁkam untuk menyedlakan“ .

barang/ pekerjaan konstruks:/ Jasa konsultan31 lalnnya S

_:Barang adalah setlap benda balk berwujud maupun tldak
: berwu3ud bergerak maupun tldak bergerak yang dapat' :
.. diperdagangkan atau dlmanfaatkan pengguna barang )
Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang dltetapkan oleh .

o BPBJ yang memuat 1nforma31 dan ketentuan yang harus dltaatl | ‘ |
'-.oleh para p1hak dalam proses pengadaan barang / Jasa :

Terlapor Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa yang d1duga

3 melakukan pelanggaran Kode Etlk

-_fPe_]abat Struktural Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah‘ S _.
e_]abat Struktural pada Baglan Pengadaan Barang dan Jasa | b

5. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa terdm atas Pengguna e

_'Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pe_]abat R et

:_I_-pengadaan Barang/Jasa adalah keg1atan untuk memperoleh e

. '_:.._Penyed1a Barang/Jasa adalah badan usaha atau orangf_ it



21 Pelapor - adalah seseorang karena ha_k atau kewa_uban' o

. _berdasarkan peraturan perundang—undangan harus' o TR

e 'membentahukan kepada yang berwenang tentang telah atau: | i

g -"se dan g adanya pensuwa pelanggaran Kode Etlk

'g':_'::2.2..: Pengaduan adalah pemberltahuan secara hsan atau tertuhse.

: 'melakukan pelanggaran Kode Et]k

BAB H

Pasal 2

Z';_'Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan pnn31p
fb.* efeknf
c. transparan

: terbuka; S

. '_'f'adﬂ/udak dlsknmmatlf dan

C
d
e bersamg, |
£
g : akuntabel

(2) - Makna darl pnnsnp sebagmmana dlmaksud pada ayat {I).; o

Coe rmehputl

h -menggunakan dana yang dltetapkan untuk mencapal hasﬂ‘ :

b efektlf mempunya_t mak:na bahwa Pengadaan Barang/Jasa. S

C '.harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah -

g o besamya, o

e dengan dzsertal oleh plhak yang berkepentmgan kepada Kepala :
;}BPBJ yang mempunyal wewenang melakukan untuk dllakukan o |
8 pemenksaan terhadap personll yang dlduga yeng telah"';'._'_ -

S _-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA T

“a. eﬁswn mempunym makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa; |
; ﬁ'harus dlusahakan dengan menggunakan dana dan daya".-g_;-]'_""
. yang rmmmum untuk mencapau kuailtas dan sasaran dalam B

- waktu yang dxtetapkan untuk mencapaJ hasil - atau:'_'

. -'dan sasaran dengan kua.htas yang mak&nmum, SRR S

dltetapkan serta membenkan manfaat yang sebesar—'-'__;r



c. transparan mempunyal makna bahwa semua ketentuan dan :

"_1nforma31 Pengadaan Barang/Jasa yang bersﬁ'at Jelas dan -

. :_ _dapat dlketahul oleh Penyedla Barang/Jasa yang be I'mlnat -. s

s *serta oleh’ masyarakat pada umumnya,

) _:terbuka mempunyal makna bahwa Pengadaan Barang/ Jasa‘ _

- _;_5;__'3dapat -diikuti oleh semua Penyedla Barang/Jasa yang .

a ’;memenuhl persyaratan atau krltena tertentu berdasarkan' BT

: ketentuan dan prosedur yang _]elas

: _'bersamg | memp_unyaf 'makna  bahwa . 'rrrPéngadaan_

' 'Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang = .

‘sehélt diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa
'_ yang setara dan memenuh1 persyaratan sehmgga dapat" ’
":dlperoleh barang/ Jasa yang dltawarkan secara kompet1t1f ,
. dan - tidak - ada intervensi yang rnenganggu terc1ptanya

: mekamsme pasar dalam Pengadaan Barang/ J asa,

. -_adll/ tldak dlsknmmatlf mempunyaz makna bahwa
membenkan perlakuan yang sama bagi semua “calon-

Penyedla Ba:ang/Jasa ‘dan tidak mengarahkan untuk

o ._membenkan keuntunga_n kepada p1hak tertentu dan tetap_f_r__ R -

SO : memperhatlkan kepentlngan nasmnal dan

. akuntabel mempunyal ma.kna bahwa harus sesuaJ dengan '

. aturan dan ketentuan yang terkaut dengan Pengadaan__

o Barang/Jasa sehlngga dapat dlpertanggun.awaban

_ VBAB I
“» KODE ETIK

. Pasal 3

': (1) Kode Etlk bertujuan sebagal pedoman professmnal individu - S

bt 'pejabat struktural - pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan - o

pe_]abat fungsmnal pengeloia Pengadaan Barang/Jasa yang

bertanggung Jawab dalam melaksanakan. tugas dan keg1atan o

:-‘;pengadaan Barang/Jasa yang mehputl perencanaan, anallsis

_"pemlalan E evalua31, ’ pengambllan keputusan . jasa_ R

e "pendampmgan, Jasa konsultan31 dan j Jasa laln yang terkalt




(2) | 'Prmmp Dasar Kode Etlk sebagajmana dzmaksud pada ayat (1) ‘

EE ada_lah untuk menegakkan 1ntegr1tas,_ kehormatan dan

martabat profeSI : Pengadaan Barang/Jasa dengan

e melaksa_nakan antara lain: -

S a,

--'-E'menggunakan pengetahuan dan keterampllan untuk--j-_' :_'

menlngkatkan kemampuan dan profesmnahsme sumber_ e

SR daya manusna,

L __.-:_:melakukan keg1atan pengadaan barang/Jasa sesua1

). E"bers1kap _]u3ur dan ad11 serta tldak memlhak da.larn melayam
. pemberl tugas, kerabat kerja, khen dan masyarakat secara - |

e _".taat asas, da.n

'. § berjuang untuk memngkatkan kompetenm dan martabat_ T

profe31 a.hh pengadaan =

(3) Etzka Dasa.r Kode Etlk sebagalmana dnnaksud pada ayat (1) f

-: antara lam S i ' |
;;rnenggunakan pengetahuan dan keterampﬂan serta_

j:perllaku da.lam pelaksanaan tugas dan pengambﬂan o

_._keputusan secara terbuka transparan, eﬁsnen efekuf . '_ '
tidak dlsknmmatlf persamgan sehat, akuntabel dani_ L

kredlbel untuk kepentmgan dan kesejahteraan masyarakat

B peraturan, kaldah kompeten31 dan kewenangaﬂ: T

co _memben pendapat dan mengeluarkan pernyataan pubhk .

o _;_-secara objektlf ]ujur akuntabel dan kredlbel

. bekex:]a untuk Pemenntah Daerah pemben kerj]a, khen dan _
_masyarakat secara profesmnal patuh dan taat asas serta' , e

= _;menghmdan konﬂlk kepentlngan

_'membangun _' reputam profesmnal peJabat strukﬁtfal’ _
r:pengelola pengadaan barang/;asa dan pejabat fungsmnaf SR
G pengelola pengadaan barang/jasa berdasa.rkan presta31 dan

. bersamg secara adll dan sehat dan



. '5 f _'menegakkan kehormatan mtegntas dan martabat profesr
ot Pejabat struktural pengelola pengadaan barang/_]asa dan R

_'pe_labat fungswnal pengelola pengadaan barang/ 3asa serta o

ﬁdakkornpro_zm_ terhadap korupsi, kqlu31 dan ng_potlsr__r_le.

Pasal 4

(1)- Sesuaz dengan prm51p Pengadaan Barang/Jasa sebagalmana -

g ifr-“dlmaksud dalam ' Pasal 2 setlap penyelenggara layanan

o : Pengaclaan Barang / Jasa waJ1b taat pada etika kode et1k sebagal'

" perikut:

‘_ a melaksanakan tugas secara tert1b disertai rasa tanggung

BN o _]awab untuk mencapeu sasaran kelancaran dan ketepatan _

. tercapamya tuJuan pengadaan barang/ Jasa,

- rerah asiaan dokumen pengadaan yang menurut 31fatnya
" harus dlrahasmkan | untuk 7 mencegah _te;jadlnya

S penyunpangan dalam Pengadaan Ba:ang [Jasa;

.bekerja secara. professmnal ‘dan mandiri, dan menjaga.

: ‘tldak salmg mempengaruhl ‘baik langsung maupun udak |

St _ .langsung yang beraklbat teljadmya persmngan t1dak sehat i

_ yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tgrtulls_ para
. pihak; & ‘ ' Lo

el me'n'ghindaﬁ dan 'mencegah texjadinyfa pértenfangan

- kepentmgan para pihak yang terka1t baik secara 1angsung :

' maupun t1dak langsung dalam proses Pengadaan Barang/ ,

Jasa;

f ‘menghir‘ldari dan mencegah terjadinya pemborosan dan '

kebocoran keuangan negara dan/ atau daerah dalam

Pengadaan Barang/Jasa,

g menghmdan dan mencegah penyalahgunaan% WeWeﬁéng

P dan/ atau k01u31 dengan tujuan untuk kepentmgan pnbadl

 ‘ golongan atau p1hak lsun yang secara langsung atau tidak -

langsung meruglkan negara dan / atau daerah

menenma dan bertanggung Jawab atas segala keputusan )

/

f



e h tldak menenma, _tldak menawarkan atau t1dak men_]anjlkan |
| --'runtuk memben atau rnenenma hadlah unbalan potongan :
= o 'harga dan berupa apa saja dan atau kepada smpapun yang"f. : o
'd1ketahu1 atau patut dlduga berkaltan denga.n Pengadaan |

-'?.:-'_::_"Barang/Jasa, o

"If K cermat dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa

| ;;. patuh kepada permtah atasan yang sah dan waja_r

i k. tidak rnembocorkan mformam atau dokumen yang Wa_]lb _
ci é._'dlrahaszakan sesua1 dengan : peraturan perundang-._"'. L
undangan; | , S N
__j'.-;..f;fterbuka da.n mengambll langkah yang tepat untuk_ st - S
| " Tmenghmdan benturan kepentmgan | _' R B

i N m tidak - menyalahgunakan mforma31 Jabata.n dan/atau
.: l_{;kewenangan yang d1rn111k1 G L -
____.3;:'.'t1dak menmmpang dan prosedur, e o

" . proaktif; dan AT

3 _:tanggap / responsﬂ'

‘7':Set1ap pe;abat struktural pengelola Pengadaan Barang/Jasa: .
dan pe_]abat fungsmnal penge]ola Pengadaan Barang/Jasa

dalam melaksanakan tugas masmg—masmg dllarang

e a mengharapkan, memmta dan/atau menenma unbaja_n __
G .':dalam bentuk apapun darl Penyedla Bal‘ang / Jasa kuasa"'--_f' S
__ _:_"atau wakﬂnya, balk langsung maupun ttdak langsung atau
::': -perusahaan yang mempunyau aﬁham dengan PenYedla:. [y
...'TIT_S:Barang/Jasa, : DT | _ j
| membenkan fakta data dan mforma31 yang t1d ak benar; S
_..:fi_-;dan/ atau segala sesuatu yang belum pastl atau belum' o

: . 'ﬁ_dlputuskan,

é:_'ﬁi_.melakukan neg01sa81, pertemuan da_n / atau pemblcaraan'_" Lo
..f'berka1tan dengan ‘suatu paket pekerjaan yang sedang*
__dllelang dengan Penyedla Barang/Jasa, _kuasa atau

'":;:'wakllnya balk langsung maupun tidak langsung atau

i f-:‘.:. perusahaan yang mempunyal aﬁhas1 dengan penye dia"':'




barang/ jasa d1 luar kantor ba1k dalam _]am kelja m aupun' S

d1 luar_]am kelja oo
S Pnbadl kelompok dan/ atau plhak lain; G

yang dlsknmmatlf pilih ka31h

. menggunakan fasﬂltas/ sarana kantor untuk kepentmgan SHIEI
melaksanakan proses pem111han penyedia barang ',Jasa'.:..'f.’ s

: "':.;""'melakukan korups1 kolusi dan nepotlsrne dengan plhak':’-' i

Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengadaan B

Barang/ J asa; dan

g mengucapkan perkataan yang. tldak etis - dan bersﬁat.-' '

melecehkan kepada Penyedla Barang/Jasa kuasa atau
' Walqlnya bauk langsung maupun tldak langsung atau -
perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia

Barang/ Jasa atau masyarakat

, BABIV
. MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK
TR Bagian Kesatu =

Pasal S

- Majehs Pertlmbangan Kode Et]k dibantu oleh Sekretarlat Majehs
Pertlmbangan Kode Etlk bersﬂ‘at ad hoc sebagal maJehs pengawas ,

| :perllaku pe;abat struktural dan pejabat fungswnal pengelola'

_Pengadaan Barang/Jasa yang berkedudukan di bawah dan‘

k - bertanggung Jawab kepada Bupati melalul Sekre_tans Daerah..,

 Bagian Kedua
' ‘Pasal 6

a ._'Majehs Pertxmbangan Kode Et1k mempunya1 tugas melaksanakan S

S sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3.

G 'pengawasan perilaku pejabat struktural dan pe_}abat fungsmnal

= :':':pengelola Pengadaan' Barang/ Jasa berdasarkan kode t—‘k SRS



By

Kewenangan

Pasal 7

- Pasa} 6 Majehs Pertlmbangan Kode Etlk berwenang untuk

_a melaksanakan pengawasan langsung terhadap perﬂaku i

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam  - o

e = pe_]abat struktural da_n ' pegabat fungsmna] pengelola_;-_: i e

" 'Pengadaan Barang/J asa,
' dan/atau masyarakat

' d1ter1ma

o 'dlterlma,

. menenma pengaduan/ keluhan . dan penyedla_. -

. melaksanakan pemanggllan terhadap pejabat struktural o

"Barang/Jasa dan plhak terkalt sepertl pelapor dan sakm, o -

Barang/Jasa, UKPBJ dan Jajarannya, Perangkat Daerah{'.f'_";"i_': .

- . mengumpulkan dan/atau | mencan tahu fakta data_ ..

o dan/ atau mformasn terka1t pengaduan/ keluhan yang Lo

d. 'mengolah dan/ atau menganahsa pengaduan/ keluhan y ang

'dan/ atau. pejabat fungsmnal pengelola Pengadaan" R

e melaksanakan pemerlksaan atas pengaduan / keluhan yang T

S dltenma

Pengadaan Barang /J asa balk yang dﬂaporkan oleh Penyed1a

. .dengan Penyed1a Barang/Jasa atau masyarakat dan/ atau_:

3 memlal ada/ atau tldaknya pelanggaran kode etlk oleh f o
. "”-PeJabat struktural dan/ atau pejabat fungsmnal pengelolaﬁ-?' R

'-Barang/Jasa, kuasa atau wakllnya balk langsung maupun= o

' tidak: la_ngsung atau perusahaan yang mempunyau aﬁhasi: T

yang dlpertanyakan oleh pejabat struktural dan/ atau: 3_3_‘-'?-'5 o

L pejabat fungswnal pengelola Pengadaan Barang/ Jasa SRS

iz



h mengusulkan pembenan sank31 atas pelanggaran Kode Etlk T D

: yang : dllakukan oleh pejabat struktural dan/ atau pejabat S

o | fungsmnal pengelola barang/ Jasa Daerah untuk dltetapkan-_ _
© .~ /oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk-. "

T 'éfmembenkan sankSI admlmstratlf bag1 pe_]abat struktural .

e Jasa, _dan

: :Kabupaten Kapuas Hulu o

L ';'pnba di pe_!abat struktural ‘dan / atau pe_]abat fungsmnal

pengelola pengadaan barang/ _]asa Daerah bersu"at raha31a _

TanggungJawab SR ; _
Pasal 8 .

= ; '5"5'Et1k bertanggung Jawab atas

L '-__-_fpejabat fungsmnal pengelola Pengadaan Barang/Jasa B

“ g dalam Pasal 2 dan Pasal 3

b ;_Te Ju dnya transparansx dan akuntablhtas penyelesaxan

| ",_':'":pengaduan atas pnlaku pejabat struktural dan pejabat

5 : fungsmnal pengelola Pengadaan Barang/J asa dan B

h Barang/Jasa _

13

1 ".melapO rkan tugaS, kewenangan dan tanggung ]awabnya_ :,
s 'fgkepada Bupatl Kapuas Hulu melalul Sekretans Daerah

Laporan Majehs Pertzmbangan Kode Etlk kepada Bupatl s

' sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) huruf i mengenal orang

Dalam ‘melaksanakan : tugas dan kewenangannya sebagmmana S
r :_dunaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Majehs Pert:mbangan Kode-_ SIS

a Terlaksananya pengawasan perﬂaku pejabat struktural dan' y

'?berdasarkan pI’lIlSlp dan Kode Etlk sebagalmana dlmaksud

o :_"dan / atau pejabat fungsmnal pengelola Pengadaan Barang/ RN

7' g terlaksananya penerapan Kode Etlk sebagajmana dlmaksud e RN
o dalam Pasal 3 pada setlap pelaksanaan tugas seluruh pejabatz-_ BRI

struktural dan pejabat fungsmnal pengelola Pengadaan B



o

s j:c 3 (tiga) orang anggota yang terdiri atas :

S ,(2].

' Bagian Kelima =~

- Susunan

: Pasal 9

Susunan Keanggotaan Ma_]ehs Pertlmbangan Kode Et1k dan -
Sekretanat Ma_]ehs Pertlmbangan Kode Etlk sebanyak 5 (hma)

S orang terdlrl atas :

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota d13abat secara ex—'

oj_‘ﬁao oleh Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu,

B 'b 1 (satu) orang Sek:retarls merangkap anggota dgabat secara-"? - o

ex- o_tﬁc:o oleh Sekretans Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;

dan.

I Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber_ =
' “Daya Manusm Kabupaten Kapuas Hulu;
2 Kepala Baglan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretanat o -
" Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan '

3 Kepala Baglan Hukum Sekretarlat Daerah Kabupaten o
: Kapuas I—Iulu ' :

Apablla yang dlduga dan/ atau yang dladukan melaksanakan o

pelanggaran Kode Etik merupakan Kepala Baglan Pengadaan

_Barang/Jasa, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan'

" Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tidak dukut sertakan

. dan diganti oleh 1 (satu) orang tambahan anggota unsur Bagian

5 g Pengadaan Barang dan Jasa yang dltetapkan oleh Ketua Majehs o
| Pertlmbangan Kode E’Clk ‘ -

| Baglan Keenam , , _
Masa 'I‘ugas Pengangkatan dan Pemberhentlan

Pasal 10

~Masa tugas Majehs Per’ambangan Kode Etik selama 3 (tlga) tahun

i dan dapat d1tun_]uk kembah pada penode berﬂcutnya

H

14



Pasal 11

(1) Pengangkatan dan pemberhentlan Majehs Pemmbangan Kode
; Et1k dxusulkan oleh Sekretans Inspektur Selaku Sekretans g
o Ma_]ehs Pertlmba_ngan Kode Etik. ' ' : '

g :.. 2)'pengangkatan dan pemberhen'aan Ma_;ehs Pertlmbangan Kode _:-
Etik sebagaimana dimaksud Pada ayat (o) ditetaplan dengan
P :?..Keputusan Bupan : - o | 3

Pasal 12

E'Anggota Majehs Pertlmbangan Kode Etik dlberhentlkan apablla P
_ ".-;: : memasukl uma pensmn, - Ch | |
bl muta31 atau dlberhenukan dari Jabatan

'habls masa’ tugas, S

A tldak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan karena

e 'menmggal dunla, dan / atau

1 :menjadl tersangka atau terdakwa atau terp1dana

Bagian Ketujuh j
Honorarium .

Pasal 13

1 ) Dalam melakSanakan tugaSnya Majelié Pertinibangan Kode Etik

jBupatl sesual dengan ketentuan peraturan perundang—__ 5

- undangan.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan;

g Sekretanat Majelis Perumbangan Kode E‘ak

: : '_ ; Kasus sebaga1mana dunaksud pada ayat (2) merupakan muatan_:__ :

R f'substanSI permasalahan yang - dladukan bukan Jumlah.

- ) pengaduan

C15 .

: “dapat d1benkan honoranum yang dltetapkan dengan Keputusan ':.' :

i pada kasus yang dltangam berdasarkan peneh‘aan pendahuluan'_ o



BAB V

PEMERIKSAAN KEPUTUSAN _
| Bagla.n Kesatu Co L

_?3 Pemenksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 14

Perangkat Daerah medla massa, dan/ atau- plhak lain: d1 luar':‘
UKPBJ dﬂakukan dengan mekanlsrne ' o |

ketua*.MaJ_'clis Péttimba;ngaﬁ; _Kcédf'eﬁ.E_tik; S S
i-.;Oleh sekretanat untuk membahas pengadual‘l, e

".'_..rapat Majehs Pertlmbangan Kode Etlk membahas dan"

=_layak dltmdaklanjuu dengan pemenkasaan, e RS

{'1) Pemenksaan atas dasar pengaduan dar1 masyarakat laPOran_j SRR

a.. Ma_]ells Pertlmba.ngan Kode Etlk menyusun telaahan atas‘ .

?}.'pengaduan yang dltenma dan menyampalkannya kepada_f G

i.f:_:Ketua Ma_]ehs Pertlmbangan Kode Etlk mengadakan rapat d1 ” '_ N
3 : ’Sekretanat Majehs Perumbangan Kode Et1k yang dlpersmpkan L

;-:_fmembuat kesmlpulan apakah pengaduan layak atau t1dak" SRR

.:r.:apablla ' tldak layak proses penangahan pengaduan'_ S

: : '_dlhenukan dan - dlbenkan penjelasan tertulls yang PatUt"_‘ 71. .

j:"f.kepada Plhak pengadu, L

: ;Elapablla layak proses penanganan pengaduan dltmdaklan_]uﬁ_

g ?-;Etik dengan

o1, pemanggllan para p1hak
: ':'2_.i pengumpulan buk’u dan
3 :3_. pemenksaan buktl |

:_":Pertlmbangan Kode Etlk memutuskan dan menetapkan ada:_

i - {atau tldaknya pelanggaran terhadap Kode Etlk

P apablla dlputuskan dan dlteta_pkan bahwa telah ter]adi 7

'Maj ehs Pertlmbangan Kode Etlk harus mencantumkan sanksf

j f'dengan pemenksaan oleh sxdang Majehs Pertxmbangan Kode""' B

=sesuau. dengan has11 pemenksaan dan bukt1 yang ada, Majehs_‘l i

- pelanggaran terhadap Kode Et1k maka dalam putusannya- o



_ Barang/Jasa yang melanggar

R - h. 'keputusan Majehs Pertlmbangan Kode Et1k dllaporka.n kepada =

: -Q | | Eﬂk L fff i

8 berupa _
o a teguran tertulls SERe y
] b muta81 darl UKPBJ / Perangkat Daerah

a. penurunan ‘pangkat sehngkat leblh rendah dan/ atau

e. pemberhentlan dari Jabatan

.': _l E' : -_'dlkenakan berdasarkan tmgkat pelanggaran Kode Etlk yang

o clikenakan beberapa sank31 sekahgus

Baglan Kedua

Pemerlksaan Atas Dasar T ernuan

:- Pasal 15

: _Sank31 admlmstratlf sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), L

: :.f. : udak ber31fat bertmgkat da_n dalam satu pembenan sank31 dapat E

:"-: :admlmstratlf yang dlberlkan kepada pejabat struktural" S

e dan/atau pe_]abat fungsmnal pengelola Pengadaan___'

- Bupat1 dengan tembusan kepada Wakll Bupau Kapuas Hulu S
'Sekretans Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan A31sten BN
- Perekonomlan ~dan Pembangunan Sekretans : Daerah"=

o Kabupaten Kapuas Hulu untuk d1amb11 keputusan, dan Rt

i Bupa’a atau pejabat yang dltunjuk menetapkan pembenan.,; Lo .
' -ﬁsanksz berda.sarkan Keputusan Magehs Pert:mbangan Kode - -

iy (2) Sankm admlmstratlf sebagalmana dlmaksud pada. ayat (1) huruf :' s

e penghentlan tunjangan kexja pahng Sedlklt 3 (tlga) bulan _. : .

: Pemenksaan atas dasar temuan oleh Majehs Pertlrnbangan Kodef- '

i Etlk dan/ atau hasil ternuan lembaga pemenksa yang dlbentuk::__f:

L 5mekamsme

i'._sesual ketentuan peraturan perunda_ng undangan dengan'j_i.:_'

L al Kctua Majehs Pertlrnbangan Kode Etlk mengadakan rapat:';t-

17

Sekretanat yang dlper51apkan ~oleh Sekretans Majehs

| Pemmbangan Kode Etlk untuk membahas hasﬂ temuan, e o



Fo f'b. rapat Majehs Pertlmbangan Kode Et1k mernbahas dan
| B membuat kes:tmpulan apakah hasﬂ ternuan layak atau tldak '
. layak d1t1ndak1anjut1 dengan pemenksaan S : |

;kepada plhak pengadu, L

i ;f-':apabﬂa Iayak pI‘OSeS penanganan : "ha's"'iﬂl' temuan

'- :_Pert1mbangan Kode Etlk dengan R
s 5 1. pemanggllan para, plhak
';. _'2 pengumpulan buktl dan

;3 pemenksaan bukt1

:sesua.l dengan hasﬂ pemenksaan dan buktl yang ada Majehs;'
'Pertlmbangan Kode Etlk memutuskan dan menetapkan ada .

;atau tldak pelanggaran terhadap Kode Etlk

' . 'apablla dlputuskan dan dltetapkan bahwa telah teljadl 3
: fpelanggaran terhadap Kode Enk maka dalam putusannya
e . : ':Majehs Pertlmbangan Kode Etlk harus mencantumkan sank31 &
:f; dmmlstranf yang dlbenkan kepada pejabat struktural"
fdan/ atau pe_;abat - fungsmnal pcngel_ola _:: pengadaan

:,barang / Jasa yang melanggar

g :Keputusan Majehs Perumbangan Kode Etzk dﬂaporkan:
: :Hulu Sekretans Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan ASlsten | ,

: | :Kabupaten Kapuas Hulu untuk dlambll keputusan dan

3 § :._f:Bupatl atau pejabat yang dltunjuk menetapkan pembenan__
_: ::3sank31 berdasarkan keputusan Ma;ells Pertlmbangan Kode,j

: :; B (1) Sankm admimstratjf sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) huruf
hberupa - Lo . L o 3

a' teguran tertuhs

_ b . mutam dan UKPBJ / Perangkat Daerah

18

'apablla tldak layak proses penanganan hasﬂ temuan ':

S '::_:dlhentlkan dan dibenkan pen_]elasan tertulls yang patut: i

._ '_; dltlndaklan_}uu dengan pemenksaan oleh s}dang Majehs : : RET

' : _kepada Bupat1 dengan tembusan kepada Wak]l Bupatz Kapuas o

f_'Perekonom1an dan Pembangunanﬁ Sekretanat Daerah‘ §



penghentlan tun_]angan kerja pahng sed1k1t 3 (tlga)bulan, o
d penurunan pangkat setmgkat lebih rendah dan/atau _' _.

‘e pemberhentlan dan Jabatan

(3) Sankm sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (2), dikeriakén' -'

berdasarkan tmgkat pelanggaran Kode Etik tldak bersﬁ‘at :
e ber’angkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dlkenakan .

:beberapa sanks1 Sekahgus
. .. BAB'VI _
SEKRETARIAT MAJ ELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 16

Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Pertlmbangan: |
;':Kode Etik. dlbentuk Sekretarlat secara ex- oﬁ‘iczo berternpat di
N B Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

~ Pasal 17_‘ ‘

o :.'Sekretanat Majehs Pertlmbangan Kode Euk mempunya1 tugas
. _untuk : | - |
:'-.-:-:'..'éi;'_':menyusun dan menga_]ukan keglatan dan anggaran Ma_]ehs
| .Pertlmbangan Kode Etlk . o

- b melaksanakan surat menyurat Ma_]ehs Pertlmbangan Kode Euk

melaksanakan per31apan rapat/ smlang Ma_]ehs Pemmbangan

Kode Etik;

o d. melaksanakan keglatan adrmmstram dan keuangan Ma_]ells_ -
o : Pertlmbangan Kode Etlk ' '

3 : e melaksanakan tugas kepamteraan 31dang MaJehs Pertlmbangan ;
T ::_',“KodeEtlk R i | |
s ,' f ';:.‘ mempersiapkan putusa_n Ma_]ells Pertlmbangan Kode Etlk
_;' g mengarsipkan hasil 31dang dan keputusan 31dang Majelis'
L Pertimbangan Kode Etik; V

’ é'menyusun laporan Ma_]ehs Pertlmbangan Kode Etlk dan
i meiaksanakan tugas lain yang diberikan MaJehs Pertunbangan :
o Kode Etik. ‘ :

19



'i:_Surat Sekretanat d1tandatangan1 oleh Sekretans Inspektur selaku ‘_

g .'-"Sek:retans Majehs Pertimbangan Kode Etlk

: BAB VII
PEMBIAYAAN

-Pasal '19._

" }"pada Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah::. :_ S .:' -

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 20

Pemblayaan Sekretanat Majehs Pert:lmbangan Kode Eth dlbebankan |

_Kode Etlk yang dlatur dalam Peraturan Bupatl 1n1 berlaku kepada

f:.-.fsetrap orang yang menjad1 narasumber dan /atau tenaga ahli yang o

L ;d1perbantukan di pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

- - Pasal 21_'_._ :

n ‘dan/ atau pejabat fungsmnal Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

dan / atau poten31 pelanggaran Kode Etlk

BABIX . |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

8 Bupatl Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kode Etlk

< d1cabut dan dmyatakan tidak berlaku : _

20.._: ..

o i B 'dan/ atau narasumber dan / atau tenaga ahli- berhak menyampmkan ‘

o ;kepada Ma_]ehs Perhmbangan Kode E.uk apablla tezjach pelanggaran_'

e Pada saat Peraturan Bupatl ini mulau berlaku, maka Peraturan :

Pengadaan Barang/Jasa Pemerlntah Kabupaten Kapuas Hulu‘f :. '
Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 20 19 Nomor 53 o

Dalam rangka penegakan Kode Et1k bagl setlap pe_]abat struktural ' -  : .



_. _' o .Peraturan Bupatl 1n1 mula.l berlaku pada tangga} dmndangkan
| :;' :. Agar setlap ‘orang - dapat mengetahulnya, g memenntahkan - e
Pengundangan Peraturan Bupau 1m dengan Penempatannya dalam e &
| L Benta Daerah Kabupaten Kapuas Hulu | |

Dltetapkan d1putuss1bau

A KFPB
~Setda Kabigien Kapiias Hqu

i, 19661105 1930032010




